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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kebijaksanaan Pelayanan Hukum Pemerintah

Sebelum membahas masalah pelayanan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan

mengenai pengertian kebijaksanaan. Negara Republik Indonesia merupakan

negara hukum modern, untuk itu Pemerintah lebih banyak berperan aktif dalam

kehidupan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Konsep negara yang

demikian itu disebut dengan Welfare state atau menurut istilah Lemaire yang

dikutip oleh Siti Soetami (2000: 14) disebut “Bestuurszorg” dimana fungsi

bestuurszorg meliputi penyelenggaraan kesejahteraan umum dan mempunyai

tanda istimewa yaitu memberi kepada Administrasi Negara keleluasaan untuk

menyelenggarakan dengan cepat dengan jalan memberi kegunaan (doeltreffend)

kepentingan dan guna kesejahteraan umum.

Pemerintah diberikan kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri melakukan

pembuatan-pembuatan guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak

manakala peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut belum

dibuat. Menurut Siti Soetami (2000: 21), dalam Hukum Administrasi Negara

kebebasan Pemerintah untuk bertindak atas inisiatif sendiri dikenai dengan istilah

“Freies Emessen”.
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Sehubungan dengan pengertian kebijaksanaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa

merumuskan kebijaksanaan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut

boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau

sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif,

publik atau privat. Kebijaksanaan dalam makna seperti ini dapat berupa suatu

deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu,

suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Menurut seorang ilmuwan politik bernama Carl Frieddrich yang dikutip oleh M.

Irfan Islamy (1984: 23), memberikan pengertian kebijaksanaan yang sedikit

berbeda, yakni sebagai “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam lingkungan tertentu

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-

peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Berdasarkan kepustakaan ilmu kebijaksanaan negara, dapat ditemukan berbagai

macam definisi dan pengertian mengenai kebijaksanaan negara. Salah satu

pengertian dari kebijaksanaan negara, yakni antar hubungan di antara unit

Pemerintahan tertentu dengan lingkungannya.

Kebijaksanaan negara itu lebih merupakan suatu tindakan yang mengarah pada

tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan

yang serba kebetulan, tetapi merupakan tindakan yang direncanakan. Seperti yang

dinyatakan oleh Solichin Abdul Wahab (1991: 32) bahwa dalam sistem politik
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modern pada umumnya, kebijaksanaan negara bukanlah merupakan tindakan yang

serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.

Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijaksanaan harus melalui tahap-tahap

tertentu. Dengan demikian untuk membuat kebijaksanaan diperlukan suatu proses

yang menyertainya. Dijelaskan oleh Solichin Abdul Wahab (1991: 33) bahwa

membuat kebijaksanaan Pemerintah (Government Policy) merupakan suatu proses

pembuatan keputusan, karena kebijaksanaan Pemerintah (public policy) itu

merupakan pengambilan keputusan (decision making) dan pengambilan

kebijaksanaan (policy making) yaitu memilih dan menilai informasi yang ada

untuk memecahkan masalah.

Berdasarkan literatur hukum administrasi negara diterangkan bahwa

kebijaksanaan negara dapat berbentuk kebijaksanaan yang positif dan

kebijaksanaan yang negatif. Dalam bentuk positifnya, kebijaksanaan negara

mencakup beberapa bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi

masalah tertentu. Sementara dalam bentuk negatifnya, kebijaksanaan negara dapat

meliputi keputusan-keputusan untuk tidak bertindak atau tidak melakukan

tindakan apapun dalam masalah-masalah pemerintah.

Kebijaksanaan negara dalam bentuk positif didasarkan pada peraturan dan

kewenangan tertentu dan memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat

secara keseluruhan serta memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta.
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Menurut Solichin Abdul Wahab (1991: 37) kategori dari hakikat kebijaksanaan

negara sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu dapat diperinci

ke dalam beberapa kategori, antara lain sebagai berikut:

1. Policy Demands (Tuntutan Kebijaksanaan)

Tuntutan atau desakan yang ditujukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang

dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah

sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau

sebaliknya untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu. Tuntutan-

tuntutan ini bervariasi, mulai dari desakan umum agar Pemerintah berbuat

sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan kongkrit tertentu terhadap

sesuatu masalah yang terjadi di masyarakat.

2. Policy Decisions (Keputusan Kebijaksanaan)

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang

dimaksudkan untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan

arah terhadap pelaksanaan kebijaksanaan negara. Dalam hubungan ini

termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta

(ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, mencanangkan peraturan-

peraturan administrasi, atau membuat penafsiran terhadap undang-undang.

3. Policy Statement (Pernyataan Kebijaksanaan)

Pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijaksanaan negara

tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah Ketetapan-Ketetapan MPR,

Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, peraturan-peraturan administratif,
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keputusan-keputusan peradilan, maupun pernyataan-pernyataan dan pidato-

pidato para pejabat Pemerintah yang menunjukkan hasrat dan tujuan

pemerintah serta apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan

tersebut.

4. Policy Outputs (Keluaran Kebijaksanaan)

Merupakan wujud kebijaksanaan negara yang dapat dilihat dan dirasakan

karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan

apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-

pernyataan kebijaksanaan. Keluaran-keluaran kebijaksanaan ini menyangkut

apa yang dikerjakan oleh Pemerintah, yang dapat dibedakan dan apa yang

ingin dibedakan Pemerintahan.

5. Policy Outcomes (Hasil Akhir Kebijaksanaan)

Akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik

yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari

adanya tindakan atau tidak adanya tindakan Pemerintah dalam bidang-bidang

atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa kategori tersebut di atas dapat dipahami bahwa

kebijaksanaan secara umum merupakan kewenangan pemerintah atau negara

dalam mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa. Kebijaksanaan negara

muncul seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Untuk memberikan

jaminan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan, diperlukan alat atau sarana yang

melegalkan kebijaksanaan tersebut, alat atau sarana yang diperlukan merupakan
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produk-produk hukum. Dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan Pemerintah atau

lebih sering digunakan istilah kebijaksanaan publik merupakan suatu program

pencapaian tujuan, mlai-nilai  dan praktek-praktek yang terarah

Kebijaksanaan negara sebagai sebuah konsep pengaturan masyarakat yang lebih

menekankan proses, nampaknya menjadi lebih populer dibandingkan dengan

hukum, namun demikian sesungguhnya hukum secara sadar ataupun tidak sadar

keberadaannya tetap dibutuhkan oleh masyarakat modern. Tujuan

dilegalisasikannya semua kebijaksanan negara adalah untuk menjamin

legalitasnya di lapangan. Namun tidak semua. kebijaksanaan Negara harus

dilegalkan dalam bentuk ketetapan hukum.

Ditinjau dari aspek ilmu hukum, maka dalam penulisan ini akan dibahas lebih

mendalam mengenai kebijaksanaan Negara yang lebih mengarah pada

kebijaksanaan hukum, yakni kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah-

masalah hukum seperti politik pembentukan hukum, politik penerapan dan

penegakan hukum. Diakui bahwa hukum pada dasarnya lebih banyak membahas

pada aturan-aturan yang sah dan legal. Masyarakat akan lebih banyak

dikendalikan dinamika sosialnya oleh aturan-aturan tersebut, dengan demikian

pada sisi ini telah memunculkan gagasan tentang kebijaksanaan Negara dalam

masyarakat modern sebagai sebuah instrument guna mengendalikan masyarakat.

Kebijaksanaan negara di bidang hukum dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori

sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan, yakni:
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1. Kebijaksanaan Negara di bidang pembentukan hukum, meliputi:

a. Kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan.

b. Kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim.

c. Kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.

2. Kebijaksanaan negara di bidang penerapan, pelayanan dan penegakan hukum,

meliputi:

a. Kebijaksanaan di bidang peradilan dan cara-cara penyelesaian hukum di

luar proses peradilan.

b. kebijaksanaan di  bidang pelayanan hukum.

Kebijaksanaan negara di bidang pembentukan hukum diperlukan untuk

memberikan keabsahan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Negara, misalnya

saja kebijaksanaan negara di bidang pemungutan pajak dan retribusi. Untuk

memberikan legalitas terhadap pengenaan pajak dan retribusi bagi  masyarakat,

maka pemerintah perlu membentuk peraturan perundang-undangannya terlebih

dahulu. Dengan dituangkannya kebijaksanaan Negara dalam suatu peraturan

perundang-undangan maka sejak itulah kebijaksanaan Negara tersebut memiliki

keabsahan. Kebijaksanaan yurisprudensi dapat dilihat dalam proses pemeriksaan

perkara di persidangan. Hakim maupun majelis hakim akan mengeluarkan suatu

putusan pada akhir proses persidangan. Putusan hakim tersebut memiliki kekuatan

hukum yang tetap, sehingga isi putusan hakim dapat dilaksanakan. Kebijaksanaan

negara yang tidak tertulis di sini misalnya pidato kenegaraan presiden setiap

tanggal 16 Agustus dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan

Republik Indonesia.
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Kebijaksanaan di bidang penerapan dan penegakan hukum diperlukan sebagai

pelaksana dari peraturan perundang-undangan terdahulu yang berkaitan dengan

peradilan dan cara-cara penyelesaian hukum di luar proses peradilan. Misalnya

saja pembentukan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yang mengatur tata cara berperkara di Peradilan Tata Usaha

Negara. Kebijaksanaan hukum yang lain adalah kebjaksanaan di bidang pelayanan

hukum. Pelayanan hukum merupakan bentuk nyata dari Pemerintah dalam

merealisasikan kaidah-kaidah hukum yang ada. Hal ini berkaitan dengan konsep

pelayanan hukum itu sendiri. Konsep pelayanan hukum menurut Bagir Manan

adalah fungsi dalam melaksanakan kaidah-kaidah hukum secara kongkrit dalam

memberikan palayanan hukum kepada masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001: 42), dalam proses pelayanan

hukum terdapat dua subyek hukum, yakni penerima layanan dan pemberi layanan.

Dalam kaitannya dengan masalah retribusi, maka pelayanan hukum yang

diberikan pemerintah adalah fungsi dalam melaksanakan kaidah-kaidah hukum

yang terdapat dalam Undang-Undang Retribusi dan Peraturan Daerah tentang

Retribusi secara kongkrit dalam memberikan pelayanan hukum kepada

masyarakat Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, terdapat dua hal yang

hendak dicapai dalam membentuk kebijaksanaan dalam bidang pelayanan hukum,

yakni:

1) Kebijaksanaan pelayanan hukum retribusi ditujukan untuk memudahkan

pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kaidah-kaidah hukum yang

ada dalam undang-undang retribusi secara kongkrit dalam penerapannya.
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2) Kebijaksanaan pelayanan hukum retribusi yang ditujukan sebagai alat untuk

mewadahi pelayanan oleh pemerintah sebagai kontraprestasi atau imbal balik

sebagai akibat adanya pembayaran atau penarikan retribusi dari masyarakat.

Berdasarkan dua hal tersebut di atas menjadi titik sentral yang harus diperhatikan

pemerintah, sebab dengan adanya pembayaran retribusi oleh masyarakat,

pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat

karena pada dasarnya pemerintah adalah pelayanan masyarakat. Pelayanan yang

diberikan oleh pemerintah sebagai kontra prestasi dari pembayaran retribusi oleh

masyarakat berupa penyediaan fasilitas umum, Penarikan retribusi kepada

masyarakat yang memanfaatkan fasilitas umum seperti los pasar perlu dtatur

dalam Undang-Undang maupun Peraturan Daerah. Pengaturan retribusi dalam

Undang-Undang maupun Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan

kepastian hukum bagi pemerintah selaku penarik retribusi dan masyarakat selaku

pembayar retribusi, hal ini terlihat bahwa pelayanan hukum diberikan oleh

Pemerintah dalam bentuk penyediaan fasilitas umum kepada masyarakat.

2.2. Pengertian Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut pengertian umum, yang dimaksud dengan pedagang pasar adalah mereka

yang melaksanakan kegiatan jual beli secara langsung di lingkungan pasar.

Pasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga volume pelayanan, yaitu:
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1. Pasar Kota

Pasar kota adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi wilayah

kota, misalnya Pasar Bambu Kuning, Pasar Bawah Ramayana, Pasar Tengah

dan sebagainya.

2. Pasar Wilayah

Pasar wilayah adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi

beberapa wilayah lingkungan pemukiman, misalnya Pasar Tugu, Pasar Induk,

Pasar Gintung, Pasar Mangga Dua dan sebagainya.

3. Pasar lingkungan

Pasar lingkungan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu

lingkungan pemukiman di sekitar pasar tersebut, misalnya Pasar Untung

Suropati, Pasar Perum Puspa Kencana dan sebagainya

Pedagang pasar dalam melakukan kegiatan jual beli di lingkungan pasar,

menempati kios, los ataupun dasaran terbuka, berdasarkan penjelasan Pasal 8

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

disebutkan bahwa :

a. Kios adalah bangunan tempat dasaran di lingkungan pasar berbentuk ruangan

dengan ukuran tertentu, dengan batas ruangan yang jelas, misalnya tembok,

papan dan sebagainya.

b. Los adalah bangunan berbentuk lajur-lajur yang terbagi menjadi beberapa

petak tempat dasaran.

c. Dasaran terbuka adalah tempat dasaran berbentuk pelataran di pasar sebagai

fasilitas tempat berjualan pedagang tidak tetap.
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Selain pedagang pasar, di lingkungan pasar terdapat pula pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima (PKL) di lingkungan pasar ini adalah pedagang yang

menggunakan fasilitas sekitar pasar untuk berdagang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor

11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

disebutkan pengertian pedagang kaki lima, yaitu:

“Pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana atau perlengkapan

yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat

usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak

lain”.

Ditinjau dari kriteria operasional, pengertian pedagang kaki lima menurut Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 tahun 2000 dibagi menjadi 2

(dua), yaitu:

1). Pedagang Kaki Lima Tertata

Pedagang kaki lima yang dalam usahanya sehari-hari menempati lokasi yang

telah sesuai/diijinkan oleh Walikota Bandar Lampung dan memiliki ijin

tempat dasaran serta mentaati ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah secara baik/konsekuen,

misalnya membayar retribusi setiap hari dengan tepat waktu dan menjaga

kebersihan dan keindahan lingkungan seeara teratur.
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2). Pedagang Kaki Lima Binaan

Pedagang kaki lima yang dalam usahanya sehari-hari menempati lokasi

larangan/yang tidak diijinkan oleh Walikota Bandar Lampung dan tidak

dikenakan penarikan retribusi, namun keberadaannya selalu diawasi, dibina

dan diarahkan untuk menjadi pedagang kaki lima yang baik.

Pedagang kaki lima pada kehidupan sehari-hari banyak menempati daerah-daerah

yang cukup strategis dalam mengembangkan aktifitasnya dengan cara

menawarkan barang/jasa usahanya baik dalam bentuk tenda (sistem bongkar

pasang) gerobak, pasar krempyeng, los terbuka maupun kios-kios. Retribusi yang

diberikan oleh pedagang kaki lima termasuk dalam lingkup Retribusi Pasar yaitu

suatu pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada

umum di dalam lingkungan pasar. Mengenai besarnya retribusi yang dibebankan

adalah berdasarkan tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan jenis tempat

dan kelas pasar yang dipergunakan.

2.3. Pengertian Retribusi dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah menjelaskan bahwa:

“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan”.
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Retribusi merupakan salah satu aspek dan pendapatan daerah. Retribusi secara

sederhana dapat diartikan sebagai pembayaran-pembayaran kepada pemerintah

daerah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa daerah. Oleh

karena itu dalam setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), sektor retribusi tetap menjadi andalan daerah guna meningkatkan

pendapatannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sarana

atau alat utama dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung

jawab, hal ini terutama karena APBD berfungsi:

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang
bersangkutan.

2. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab.

3. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan
kepala daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh
kebijaksanaan Pemerintah daerah.

4. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah
dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.

5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah di dalam batas-batas
tertentu.

Pelaksanaan otonomi daerah bagi Pemerintah Propinsi mupun Pemerintah

Kabupaten/Kota sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diperlukan dana yang cukup besar. Oleh

karena itu diperlukan keuangan daerah guna menunjang kegiatan pemerintahan

sehari-hari dan pembangunan daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Hakikatnya keuangan daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari

Pendapatan Asli Daerah itu Sendiri (PADS) dan pendapatan lainnya yang

ditujukan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehari-hari maupun

untuk pembangunan daerah. Lingkup keuangan daerah adalah segala unsur-unsur
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keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah

secara keseluruhan yang meliputi:

a. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai

tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan

pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab baik dalam bidang

pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan. Pengelolaan atas

penerimaan daerah meliputi anggaran atau penetapan target dari potensi-

potensi yang nyata dan dapat direalisasikan sehingga dapat dijadikan sebagai

modal dalam segala pembiayaan.

b. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yaitu seluruh uang dan barang yang

pengurusannya tidak dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah.

Beradasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa jenis-jenis Keuangan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1) Hasil pajak daerah

2) Hasil retribusi Daerah

3) Hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil kekayaan Daerah yang

dipisahkan, dan

4) Lain-lain   pendapatan   Asli   Daerah yang sah

b. Dana perimbangan

c. Pinjaman Daerah, dan

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
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Retribusi dan pajak merupakan sama-sama pungutan yang dilakukan oleh

pemerintah kepada orang pribadi atau badan. Perbedaan antara retribusi dan pajak

terletak pada kontrapresiasinya, di mana dalam pajak tidak ada kontraprestasi

yang diberikan oleh pemerintah secara langsung kepada wajib pajak sementara

dalam retribusi terdapat kontraprestasi dari pemerintah yang bisa dirasakan secara

langsung oleh wajib retribusi.

Dijelaskan oleh K.J. Davey (1984: 56), bahwa ada beberapa jasa (pelayanan)

umum yang dibiayai oleh pajak, misalnya pajak penerangan jalan. Sementara jasa

umum lainnya dibiayai oleh retribusi, misalnya retribusi pasar. Mengenai

pembayaran retribusi, lebih lanjut dijelaskan oleh KJ Davey bahwa pembayaran

retribusi tergantung langsung kepada jasa-jasa yang telah disediakan dan dibuat

untuk itu.

Pungutan retribusi langsung atas konsumen biasanya dikenakan karena satu atau

lebih dari pertimbangan berikut:

1) Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang umum atau pribadi,
mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang dan oleh
karena itu tidak wajar untuk membebankan biaya-biaya tersebut kepada
pembayar-pembayar pajak yang tidak mendapatkan jasa/barang tersebut. hal
ini merupakan alasan pembebasan retribusi bagi pengadaan air minum atau
untuk pendidikan secara umum. (alasan ini tidak dapat dilakukan di mana
suatu jasa dibiayai oleh pajak kekayaan, dan ketersediaan atau
ketidaktersediaan jasa-jasa tersebut dipengaruhi oleh penilaiannya).

2) Suatu jasa dapat melibatkan suatu sumber yang langka atau mahal dan
perlunya disiplin konsumsi masyarakat. Hal ini lagi-lagi sering menjadi suatu
alasan bagi pembebanan retribusi untuk menyediakan air minum (khususnya
melalui sistem meteran) atau pada resep dokter.

3) Mungkin ada bermacam-macam variasi, di dalam konsumsi individu, yang
berkaitan setidak-tidaknya untuk memilih daripada memerlukan. Untuk ini
fasilitas rekreasi diambil sebagai contoh.
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4) Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan di
samping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu di dalam negeri. Sebagai
contoh, air minum, listrik, pembuangan sampah, kantor pos, telepon,
seluruhnya digunakan secara luas oleh industri. (hal ini mungkin
mengakibatkan pembebanan retribusi kepada seluruh konsumen atau hanya
kepada sektor perdagangan dan industri).

5) Retribusi dapat menguji arah dan skala dari permintaan masyarakat akan jasa,
di mana kebutuhan pokok atau bentuk-bentuk dan standar-standar dari
penyediaan tidak dapat dengan tegas diterrtukan. Suatu kasus dapat dibuat
hampir pada setiap bentuk pengeluaran Pemerintah, keinginan untuk
membayar langsung bagi pelayanan-pelayanan tersebut adalah suatu
pengujian yang penting bagi keinginan masyarakat.

Berdasarkan kelima hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengenaan retribusi

kepada masyarakat sangat tergantung pada jasa atau layanan yang diberikan oleh

pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah tidak mungkin mengenakan retribusi

kepada masyarakat yang tidak secara langsung menikmati jasa atau layanan

umum yang diberikan pemerintah. Besar kecilnya pengenaaan retribusi terhadap

suatu jasa layanan umum oleh pemerintah juga ditentukan oleh besar kecilnya jasa

atau layanan yang diterima.

Retribusi daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa

yang dimaksud dengan Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang-

Undang, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin

tertentu yang  khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
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2.3.1. Subjek Retribusi

Subjek retribusi pada dasarnya adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan jasa atau pelayanan tertentu. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan

bahwa:

“Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau

menikmati jasa pelayanan di dalam lingkungan pasar”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah tersebut dapat diketahui bahwa subjek retribusi adalah

orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan.

2.3.2. Objek Retribusi

Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa obyek retribusi dapat dibagi menjadi 3

(tiga), yaitu :

1. Jasa umum, yakni jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum.

2. Jasa usaha, yakni jasa yang menganut prinsip komersial.

3. Perijinan tertentu, yakni kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Objek Retribusi

terdiri dari :



27

1. Jasa Umum

Yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau badan.

2. Jasa Usaha

Adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut

prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh

sektor swasta.

3. Perizinan Tertentu

Yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek retribusi pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1) Objek retribusi adalah pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan di

lingkungan pasar.

2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

ini meliputi:

a. Penyediaan fasilitas bangunan pasar.

b. Penyediaan fasilitas pengamanan.

c. Penyediaan fasilitas penerangan umum.
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d. Penyediaan fasilitas umum lainnya.

2.4. Jenis-Jenis Retribusi

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa:

(3) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi

Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan

kriteria sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum:

1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi
Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;

2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi;

3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan
yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani
kepentingan dan kemanfaatan umum;

4) Jasa   tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai

penyelenggaraannya
6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan

salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial;
7) Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan

tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catalan Sipil
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
6) Retribusi Pasar
7) Retribusi Air Bersih
8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
9) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
10) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
11) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
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b. Retribusi Jasa Usaha.

1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi
Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan

2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang
seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau
terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum
dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha ialah:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
3) Retribusi Terminal
4) Retribusi Tempat Khusus Parkir
5) Retribusi Tempat Penitipan Anak
6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
7) Retribusi Penyedotan Kakus
8) Retribusi Rumah Potong Hewan
9) Retribusi Tempat Pendaratan Kapal
10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;

2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi
kepentingan umum; dan

3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari
pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari
retribusi perizinan.

Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4. Retribusi Izin Gangguan
5. Retribusi Izin Trayek
6. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi pasar termasuk dalam

golongan retribusi jasa umum.
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2.5. Tarif Retribusi

Mengenai besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif

retribusi dengan tingkat penggunaan jasa, ketentuan dalam Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan

bahwa:

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan

mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan

masyarakat, dan aspek keadilan;

2. Untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk, memperoleh

keuntungan yang layak;

3. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup

sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang

bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka retribusi pasar bagi pedagang pasar

dan pedagang kaki lima di lingkungan pasar termasuk dalam retribusi jasa umum.

Besarnya tarif retribusi Pasar diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menetapkan struktur dan

besarnya retribusi pasar. Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan

ditetapkan sesuai dengan perbedaan golongan pasar dan atau perbedaan antara

kios, los dan dasaran terbuka (pelataran)/Pedagang Kaki Lima (PKL ), yaitu:
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Tabel 1 : Tarif Retribusi Pasar Kota Bandar Lampung

GOLONGAN Tarif Retribusi

Kios/M2/hari Los/M2/hari Dasaran terbuka/M2/hari

Pasar Kota Rp. 175,00 Rp. 125,00 Rp. 100,00

Pasar Wilayah Rp. 150,00 Rp. 100,00 Rp.   75,00

Pasar Lingkungan Rp. 125,00 Rp.   75,00 Rp.   50,00

Sumber : Buku Kerja Dinas Pasar tentang penetapan struktur dan besarnya
retribusi pasar Kota Bandar Lampung.

2.6. Ketentuan yang Diatur dalam Retribusi

Retribusi ditetapkan oleh Walikota/ Bupati/Gubernur atas persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang

Retribusi Pasar sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

a. Nama, objek dan subjek Retribusi;
b. Golongan Retribusi;
c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
e. Struktur dan besarnya tarif Retribusi;
f. Wilayah pemungutan;
g. Tata cara pemungutan;
h. Sanksi administrasi;
i. Tata cara penagihan;
j. Tanggal mulai berlakunya;

Penetapan tarif retribusi pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan. Dalam hal penarikan retribusi bagi pedagang kaki lima (PKL) di kota

Bandar Lampung, maka dasar hukum yang dipergunakan adalah Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Keputusan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan

Retribusi Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997

tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan hukum kepada

pedagang pasar dan pedagang kaki lima adalah relokasi dan penyediaan fasilitas

lingkungan pasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai contoh nyata pelayanan hukum yang

diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada pedagang kaki lima di

lingkungan pasar adalah penataan dan renovasi bangunan fisik pasar dan fasilitas

pasar yang sudah tidak memenuhi syarat kelayakan. Pemerintah Kota Bandar

Lampung telah melakukan pemindahan lokasi pedagang kaki lima dan renovasi

Pasar Bambu Kuning dan Pasar Bawah Ramayana. Hal ini merupakan bentuk

kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada pedagang kaki lima dan

pedagang pasar yang secara resmi terdaftar dan melakukan pembayaran retribusi

secara rutin.


